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WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT   
 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 

NOMOR : 35 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN 

FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 
Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan fungsional Analis 
Kepegawaiana di Lingkungan Kota Bukittinggi, kedudukan 

Analis Kepegawaian berada pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Bukittinggi; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan 

Fungsional Analis Kepegawaian yang ditempatkan pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Bukittinggi, perlu mengubah Peraturan Walikota 

Nomor 28 Tahun 2011; 

  c. 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Penetapan Jabatan Fungsional Analis 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286; 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  6.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
  7.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);  

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5121); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenag, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 164); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);  

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  13.  Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

  14.  Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Fungsional Analis Kepegawaian; 
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  15.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan 
fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
PER/14/M.PAN/6/2008; 

  16.  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 
Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007; 

  17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

  18.  Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 
03); 

  19.  Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04); 

  20.  Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2011 
tentang Penetapan Jabatan Fungsional Analis 
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 

(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 28). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 28 TAHUN 

2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS 
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
BUKITTINGGI. 

  
Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi 

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional 
Analis Kepagawaian di Lingkungan Pemerintah Kota 
Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 

Nomor 28) di ubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah dan diantara angka 8 
dan angka 9 disisikan 1 (satu) angka yakni angka 8a, 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi; 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 

menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah; 

4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi; 

5. Pejabat Pembina kepegawaian Daerah adalah Walikota; 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Bukittinggi; 

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat 

BKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian 
daerah; 

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 

oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan; 

8a. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjuk 
tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang 

Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat 
mandiri. 

9. Analis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 
manajemen PNS dan pengembangan system 

manajemen PNS; 

10. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat 
profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan 

kewajiban kepegawaian yang terdiri dari atas formasi 
dan pengadaan, mutase, pendidikan dan pelatihan 

(diklat), gaji, tunjangan dan kesejahteraan, 
ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian 
kepegawaian, pemberhentian dan pelaporan; 

11. Pengembangan Sistem Manajemen PNS adalah 

kebijakan manajemen PNS mencakup norma, standar, 
prosedur mengenai sistem pengandaan kepegawaian, 
sistem mutase, sistem ketatausahaan kepegawaian dan 

sistem gaji, tunjangan dan kesejahteraan;  

12. Analis Kepegawaian Keterampilan adalah analisis 
kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya 

mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu; 

13. Analis Kepegawaian Keahlian adalah analisis 
kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya 
didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi 

dan teknis analisis tertentu; 

14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir 
kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh seseorang analisi kepegawaian 
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dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan 

jabatannya; 

15. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang 
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

dan bertugas untuk menilai prestasi kerja analisis 
kepegawaian. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Analisis Kepegawaian berkedudukan sebagai pelaksana 
teknis fungsional di bidang manajemen PNS dan 
pengembangan sistem manajemen PNS di lingkungan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi. 

(2) Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), merupakan jabatan karier. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok Analis Kepegawaian 
bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah tempat melaksanakan tugas. 

(2) Analis Kepegawaian berwenang untuk melakukan 
kegiatan manajeemen kepegawaian sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 11 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
adalah Sekretaris Daerah. 

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim 

Penilai Angka Kredit. 

(3) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) selanjutnya disebut Tim Penilai Kota. 

 

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 12 A 

Apabila Tim Penilai Kota belum dapat dibentuk, karena 
belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang 

ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Analisis 
Kepegawaian dapat dimintakan kepada Tim Penilai 
Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang 

bersangkutan atau Tim Penilai Kantor Regional BKN yang 
bersangkutan. 
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PASAL II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi. 

   
  Ditetapkan di :  Bukittingggi 

  pada tanggal  :  6 Agustus 2014 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 
  dto 

 
ISMET AMZIS 

 
 

Diundangkan di : Bukittinggi 

pada tanggal      : 6 Agustus 2014 2014 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI 
 
 

                                 dto 
 

YUEN KARNOVA 
 

 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 35 


